DINAMIKA SERTIFIKASI GURU DI RIAU

Hj. Yustina

Abstrak

Profesi guru bermakna strategis, karena penyandangnya mengemban
tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan,
pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Esensi dan cksistensi
makna strategis profesi guru diakui dalam realitas sejarah pendidikan di
I[ndonesia. Pencanangan Guru sebagai Profesi oleh Presiden Socsilo
Bambang Yudhoyono menjadi salah satu akselerator lahirnya UU No. 14
Tahun 2005 lahir Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru .
dan Dosen, sebagai dasar legal pengakuan atas profesi guru dengan segala
dimensinya. Sebagai implikasi dari UU No. 14 Tahun 2005, guru dan Dosen
harus menjalani proses sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat. Sertifikat
diperoleh melalui PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) atau pada
masa mendatang (dimulai tahun 2011) melalui PPG (Pendidikan Profesi
Guru).

Kata Kunci: PPG, Guru, Profesional, Guru sebagai Profesi.

PENDAHULUAN

Peserta didik dan generasi muda sekarang merupakan manusia
Indonesia masa depan yang hidup pada era global. Globalisasi memberi
penetrasi terhadap kebutuhan untuk mengkreasi model-model dan
proses-proses pembelajaran secara inovatif, kreatif, menyenangkan, dan
transformasional bagi pencapaian kecerdasan global, kecfektifan,
kekompetitifan, dan karakter bangsa. Negara-negara yang berhasil
mengoptimasi kecerdasan, menguasai IPTEK, keterampilan, serta karakter
bangsanya akan menjadi pemenang.

Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis, karena
penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan,

- pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter

bangsa. Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakai dalam
realitas sejarah pendidikan di Indonesia. Pengakuan itu memiliki kekuatan
formal tatkala tanggal 2 Desember 2004, Presiden Soesilo Bambang
Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi. Satu tahun kemudian,
lahir Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
sebagai dasar legal pengakuan atas profesi guru dengan segala
dimensinya.
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Metamorfosis harapan untuk melahirkan UU tentang Guru dan
Dosen telah menempuh perjalanan panjang. Pencanangan Guri sebagai
Profesi oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu
akselerator lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 itu. Di dalam UU ini
disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Makna strategis guru sekaligus meniscayakan pengakuan guru
sebagai profesi. Lahirnya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi
guru dengan segala dimensinya. Sebagai implikasi dari UU No. 14 Tahun
2005, guru harus menjalani proses sertifikasi untuk mendapatkan
Sertifikat Pendidik. Guru yang diangkat sejak diundangkannya UU ini,
menempuh program sertifikasi guru dalam jabatan, yang diharapkan bisa
tuntas sampai dengan tahun 2015. Hal tersebut dapat dilihat melalul
Gambar.1 tentang melestone pembinaan profesi guru.

1. Terbitnya Poraturan i 1. Terbitnya Permendiknas nomor K
Pemerintah nomor T4 27 tahun 2010 tentang program §
tahun 2008 tentang Guru induksi bagi gury pemula g

2, Pembayaran Tunjangan . Terbitnya Permendiknas nomor §
Profesi Pendldik bagh 33 tahun 2010 tentang Petunjuk §

Pameanangan Guru
sobagai Prafes)

4 Desember 2004 8 gquru-guru yang sudah teknis Jabatan Fungsional
p L disertifikasi. ! Guru dan Angka kreditnya

1. Terbitnya Undang- Palaksanaan ; 1. Terbitnya PP no 41 th 2009
Undang nomar 14 Sertifikasi Guru tantang Tunjangan Profesi
tahun 2005 tertang B | tuk Kuota Guru dan Dosen, Tunjangan
Guru dan Dasen &8 Tahun 2006 dan  § E  Khusus Guru dan Dosen,

2.Terbitnya Paraturan b 2007 gorla Tuni tan
Pemerintah nomor 18 i Fro e‘::, fangan Kehorma

lahun 2005 tentang (RS <) . Parh g PAN dan 38
Standar Nasional : RE nomor 16 tahun 2009 f
Pendidikan tentang Jabatan Fungsional

. Guru dan Angka kredilnya
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ndard Seleksi Guru: S1/D4

ndard kempetensi Jenjang Jabatan Gury

™ Pengendalian PK Guru dan dukiingan PKE
=anaan Sertikasi Gury Fro dan Dalum Jabatar melalyj

= Penuntasan Peningkatan Kualifikasi Guru ke
51/D4

- Pelaksanaan PK Guru dan PKB berdasarkan

hasil PK Guru

G
Eimbingan Teknis PK Gury dan PKE

| - Penyesuaian Jafung guru selesai (Permen 382010)
i smbantukan Tim Fenilai Jafung Guru

tem Sanksi
- Bintisan Pelaksanaan PK Guru dan PKB

lon Guru harus  §

l Fengangkatan
h

. Penuntasan Sertifikasi
gury dalam jabatan

B - Pendidikan Profesi Guru
bagi calon guru

+ Permennegpan dan RE 16/2009 ofektif berlaky
{Penilaian Kinerja Guru dan PKE sera program
induksi ditaksanakan di seluryh sukolah)

Pelak sistem p ian PK Guru dan
dukungan PKBE

- Sinergi kegiatan PK Guru dengan EDS

* Pelaksanaan PKE didasarkan pada hasil PK Guru

» Penuntasan Sergur di bawah 54/04

Gambar 1. Milestone Pengembangan Profesi Guru

Pada spektrum yang lebih luas, pengakuan atas profesi guru secara
lateral memunculkan banyak gagasan. Pertama, diperlukan
ekstrakapasitas untuk menyediakan guru yang profesional sejati dalam
jumlah yang cukup, sehingga peserta didik yang memasuki bangku
sekolah tidak terjebak pada ngarai kesia-siaan akibat layanan pendidikan
dan pembelajaran yang buruk.

Kedua, regulasi yang implementasinya taat asas dalam penempatan
dan penugasan guru agar tidak terjadi diskriminasi akses layanan
pendidikan bagi mereka yang berada pada titik-titik terluar wilayah
negara, di tempat-tempat yang sulit dijangkau karena keterisolasian, dan
di daerah-daerah yang penuh konflik.

Ketiga, komitmen guru untuk mewujudkan hak semua warga negara
atas pendidikan yang berkualitas melalui pendanaan dan pengaturan
negara atas sistem pendidikan.

Keempat, meningkatkan kesejahteraan dan status guru serta tenaga
kependidikan lainnya melalui penerapan yang efektif atas hak asasi dan
kebebasan profesional mereka.

Kelirma, menghilangkan segala bentuk diskriminasi layanan guru
dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, khususnya yang berkaitan
dengan jender, ras, status perkawinan, kekurangmampuan, orientasi
seksual, usia, agama, afiliasi politik atau opini, status sosial dan ekonomi,
suku bangsa, adat istiadat, serta mendorong pemahaman, toleransi, dan
penghargaan atas keragaman budaya komunitas.

Keenam, mendorong demokrasi, pembangunan berkelanjutan,
perdagangan yang fair, layanan sosial dasar, kesehatan dan keamanan,
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melalui solidaritas dan kerjasama di antara anggota organisasi §

mancanegara, gerakan organisasi kekaryaan internasione

masyarakat madani.

Beranjak dari pemikiran teoritis di atas, diperlukan upaya
merumuskan kebijakan dan pengembangan profesi guru. Itu sel
akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ula
sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyze¢
rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, ser
peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinertja, uji kom;
penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaar
pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profe
pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan fu
kekinian dan masa depan.

Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaai
berusaha untuk menyempurnakan kebijakan di bidang pembine
pengembangan profesi guru, berlandaskan:

«  UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasio

= UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

s PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik

» PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

= Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pen
Profesi Guru Pra Jabatan.

@« Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Penc
Profesi Guru Dalam Jabatan.

= Kepmendiknas Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan
Penyelenggara PPG bagi guru dalam jabatan.

»  Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 04,
Kep/2011 tentang kependidikan (LPTK) Penyelenggara K
Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (berkewe
ganda).

@ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 27
2011 tentang penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kepen
(LPTK) Penyelenggara Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3

Sertifikat pendidik diperoleh melalui program pendidikan
— perguruan tinggi — program pengadaan tenaga kepenc
terakreditasi.

PENGALAMAN LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependi

= Lebih dari 55 tahun menyelenggarakan pendidikan
terintegrasi a akademik kependidikan, akademik bidang st
profesi.

» 5D kecil - pengelolaan kelas ganda untuk sekolah < 6(
(Palangkaraya, Kendari) — diseminasi pertengahan tahun 19t
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melalui solidaritas dan kerjasama di antara anggota organisasi guru di
mancanegara, gerakan organisasi kekaryaan internasional, dan
masyarakat madani.

Beranjak dari pemikiran teoritis di atas, diperlukan upaya untuk
merumuskan kebijakan dan pengembangan profesi guru. Itu sebabnya,
akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas
sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan,
rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi,
peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaiankinerja, uji kompetensi,
penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir,
pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta
pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan
kekinian dan masa depan.

Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selalu
berusaha untuk menyempurnakan kebijakan di bidang pembinaan dan
pengembangan profesi guru, berlandaskan:
= U Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
= UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
= PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

s PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

* Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan
Profesi Guru Pra Jabatan.

* Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan
Profesi Guru Dalam Jabatan.

* Kepmendiknas Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan LPTK
Penyelenggara PPG bagi guru dalam jabatan.

= Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 04/DIKTI/
Kep/2011 tentang kependidikan (LPTK) Penyelenggara Rintisan
Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (berkewenangan
ganda).

»  Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2788/E4.6,
2011 tentang penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(LPTK) Penyelenggara Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T).

Sertifikat pendidik diperoleh melalui program pendidikan profes
— perguruan tinggi — program pengadaan tenaga kependidikan |
terakreditasi.

PENGALAMAN LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan)

» Lebih dari 55 tahun menyelenggarakan pendidikan profesi
terintegrasi a akademik kependidikan, akademik bidang studi, dan
profesi.

= 5D kecil - pengelolaan kelas ganda untuk sekolah < 60 murid
(Palangkaraya, Kendari) — diseminasi pertengahan tahun 1980-an.
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*  Data World Bank 5000 SD memiliki < 50 murid; 24.000 SD memiliki <
90 murid. .
*  Tahun 1992 PPL intensif 3 bulan — di SD. .
* Tahun 1980-an penyelenggaraan PSSM (Post Secondary S Lib]E(, t Mastery) |
ekuivalen program mayor-minor. |

Hal lain menjadi pertimbangan prioritas dalam kebijakan

mengembangan pendidikan yang sedang berlansung saat ini antaranya: |
Kondisi objektif wilayah NKRI dijumpai adanya daerah 3T (Terdepan {
Terluar, Tertinggal). |

~ Permasalahan pendidikan di daerah 3T antara lain kekurangan guru,

disparitas kualitas, mismacthed, distribusi tidak merata, tingginya

angka putus sekolah, dan rendahnya angka partisipasi sekolah.

Peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T perlu dikelola secara

khusus dan sungguh-sungguh.

Daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkokoh ketahanan

nasional dan keutuhan NKRI.Perlu percepatan pembangunan

pendidikan di daerah 3T dengan memberdayakan sarjana pendidikan

dalam rangka pembekalancalon pendidik profesional melalui

program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia.

Keadaan LPTK sebagai “Penyedia” Guru SMK

* Belum tersedia untuk semua jenis keahlian

* Ditempat 3T....? Asumsi tidak cukup jumlah SMK

* Lulusan SMK didesain untuk siap bekerja

* Kebijakan ratio SMA : SMK = 30 : 70 menuntut Kemdiknas
merealisasikannya berdasarkan pemetaan kebutuhan yang akurat

= 121 kompetensi keahlian

* 3 kelompok mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif.

[ d

N

PENANGGULANGAN MASALAH

* Penugasan LPTK

* Rintisan Program PPGT berkewenangan tambahan

* Kewenangan ganda guru SMK: guru mata pelajaran produktif
merangkap mata pelajaran adaptif. Dalam Rintisan ini: Pendidikan
Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik
Bangunan; dengan kewenangan tambahan mata pelajaran KKPL

* Kewenangan guru SD: scbagai guru kelas SD dan memiliki
kewenangan salah satu dari 5 mata pelajaran pokok SD (Bhs Indonesia,
Matematika, PKn, IPA, IPS).

* Program SM-3T (Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar ,
Terbelakang).

55
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Pengertian Program Sm-3t Dan Tujuannya.

Pengertian SM-3T adalah program pengabdian Sarjana Pendidikan
untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di
daerah 3T selama satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional
yang akan dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru.

Tujuan Program SM-3yaitu:

1. Membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan
terutama kekurangan tenaga pendidik.

2. Memberi pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan
sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela
negara,peduli, empati, terampil memecahkan masalahkependidikan,
dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta memiliki
jiwa ketahananmalangan dalam mengembangkan pendidikan pada
daerah 3T.

3. Menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk
mengabdikan dirinya sebagaipendidik profesional pada daerah 3T.

4. Mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti PPG
{Pendidikan Profesi Guru).

Rintisan Program PPGT (Pendidikan Profesi Guru Terpadu) adalah:
Pendidikan profesi guru yang diselenggarakan dalam kurun waktu
yang bersamaan, baik program akademik substansi bidang studi
maupun akademik kependidikan,

Dilankutkan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) yang intensif
di sekolah mitra dan,

Diakhiri dengan uji kompetensi serta memiliki kewenangan
tambahan.

Kewenangan tambahan adalah kewenangan dalam melaksanakan
tugas sebagai guru yang terdiri atas kewenangan utama dan
kewenangan tambahan.

Pendidikan berasrama adalah pendidikan bagi mahasiswa rintisan
program PPGT selama tinggal di asrama untuk mendapatkan program
pendidikan karakter guru dan pendalaman matri pelajaran yang
diperlukan.

Profil Lulusan

Profil Lulusan memiliki kepribadian:

Religius dan berkarakter kuat,

Unggul dalam kompetensi pedagogik dan profesional,
Kuat dalam kompetensi kepribadian dan sosial,

Efektif dalam berkomunikasi,

Jujur dan berwibawa,

Berpenampilan mengajar yang membetahkan siswa belajar,

o
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Kreatif menciptakan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan
aneka sumber belajar,

5. Bersemangat untuk mengembangkan profesionalitasnya secara
berkelanjutan.

Program PPG, Alur Mekanisme Rekrutmen, Alur Meckanisme Seleksi
SM-3T, dan LPTK penyelenggara.

Program Maju Bersama
Mencerdaskan Indonesia Angkatan II

Disdik Knb.fKOIa 1 Pengumuman
sosialisasidan |

i hasil selehsi
pgnr::frll:r:i:::lnn i secara aniine

] i

! [rei———

| | Verifikasg| —|
| | dekumen dan |
| |
d

Ditjern Dikti 5 Ditjen Dikti
menetapkan [ melakukan
Kuota sosialisasi

| =zeleksl |
e .. | akademik olsh
Peserta mengisi | —_LF"II.K """
format F-1 dan T ey
melengkapi Seleksi

dokumen serta  --"  administrasi
mengirimkan ke iy oleh Disdik
Disdik Kab/Kota | Habfota

o
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4PDRT)
e e
D]

= Komgebsnsi
Elldm| Seudi

Universitas Negerl Malang (UM}

F‘\’nu J‘: e

Universitas Negeri Padang (UNP)

Megeri

la (UNG) |
Megeri S !

g (UNNES) |

Universitas Pendidikan Ind

{upi)

12 Universitas Syah Kuala {UNISYIAR)

Universitas Negeri Manado
{uNIvA)

13 Universitas Mulawarman [UNMUL}

Un r\rersrtas Megeri Makassar [UM}
Un hrersltas Negeri Jakarta (UNJ)

14 Uniwrsitas Tanjung Purd [UNT&N]

15 Unlversrtas Nusa Cendana {UN DANAI

Universitas Negerl Yogyakarta
{UNY)

16  Universitas Riau R}R]

Unwersnzs Negen Sutahaya o
(UNESA)

...1? .

Pendidikan h
(UNDHIKSA}

Universitas Negeri Medan
{UNIMED)

% Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia

Sumber: sm-3t.dikti.go.id (2012)
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PROFIL PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DI UNIVERSITAS
RIAU.

Pelaksanaan program sertifikasi di UR di koordinir oleh PSG
(Pendidikan Sertifikasi Guru) rayon 05, dengan wilayah kerjanya propinsi
Riau dan propinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini telah dilaksanakan
semenjak awal kegiatan sertifikasi guru di Indonesia yang dimulai pada
tahun 2006. Pelaksanaan kegiatan awal sertifikasi pada tahun 2006
meliputi penilaian berkas portopolio peserta yang dikirim berdasarkan
hasil scleksi dari dinas pendidikan. Bagi peserta yang tidak lulus seleksi
berkas portopolio, maka dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan
Latihan Profesi Guru (PLPG).

Pada periode tahun 2012, maka rekrutmen peserta sertifikasi
dilakukan melalui uji kompetensi (UK), yang pelaksanaan UK dikoordinir
oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Riau (LPMP). Bagi
peserta yang lulus UK, melalui dinas pendidikan maka berkas peserta
dikirim ke PSG Rayon 05 Universitas Riau yang selanjutnya untuk
mengikuti PLPG di rayon 05 Universitas Riau,

Untuk mengantisipasi kelanjutan sertifikasi guru dalam jabatan,
maka ditindaklanjuti dengan program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
melalui anggaran APBD. Berdasarkan musyawarah koordinasi rapat kerja
Nasional di kota Medan melalui koordinasi kementerian pendidikan,
Dirjen Dikti dengan LPTK dan pemerintahan daerah melalui Dinas
pendidikan setempat, maka dijadwalkan pelaksanaan PPG dalam jabatan
dimulai pada tahun 2011.

Namun sampai saat ini pelaksanaan PPG dalam jabatan belum
terealisasikan, hal ini disebabkan belum adanya respon dari dinas
pendidikan terkait khususnya, atau diduga disebabkan olch kurangnya
perhatian PEMDA tentang kegiatan tersebut. Terealisasinya kegiata PPG
dalam jabatan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintahan/dinas
terkait, karena menurut aturan dari Dikti dan BAN PT bahwa LPTK
penyelenggara PPG dibenarkan menerima peserta PPG dalam jabatan
hanya melalui dinas pendidikan, dan tidak dibenarkan merekrut peserta
secara mandiri.

Mengingat keterbatasan daya tampung LPTK penyelenggara PPG,
yaitu untuk pelaksanaan PPG dalam periode satu tahun, maka hanya
menampung 1 orang peserta per bidang studi untuk setiap kabupaten
dari Propinsi Kepulauan Riau dan 2 peserta per bidang studi untuk setiap
kabupaten dari Propinsi Riau. Daya tampung PPG dalam jabatan di
Universitas Riau dalam satu tahun periode penyelenggaraan sebanyak
30 orang peserta per bidang studi untuk peserta dari kedua propinsi yai
propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Badan Akriditasi Nasional ( BAN PT), maka terdapat 9
program studi yang terakriditasi di LPTK Universitas Riau yang
memenuhi kriteria yang dapat melaksanakan PPG dalam jabatan.
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Sosialisasi pelaksanaan rekrutmen SM-3T di LPTK Universitas Riau telal
dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Juni 2012 melalui berbagai fasilita:
informasi, seperti Pamplet/brosur, baleho, email, face book, SMS, melalu
koordinasi Prodi, BEM dan Himpuhan mahasiswa serta online bersam:
di ruang serba-guna FKIP pada tanggal 9 sd 11 Juni 2012.

Data rekrutmen secara on-line, jumlah mahasiswa yang mendaftai
sebanyak 153 orang, namun hanya sebanyak 39 orang yang teregristasi
Sekitar 15 orang peserta tidak lulus karena tidak memenuhi kriteria,
terutama dalam persyaratan umur, dan IPK. Hal yang menjadi
keprihatinan panitia adalah lebih dari 70 % (non regritasi) karena peserta
tidak dapat melengkapi administrasi, terutama menunjukkan ijazah
sarjana aslinya, yang diduga disebabkan belum siap. Hal ini sangat
disayangkan, karena mereka tidak dapat memanfaatkan peluang program
sertifikasi primadona ini tingkat Nasional sampai saat pendaftaran on-
line ditutup pada tanggal 21 Juli 2012.

Kendala tersebut disampaikan ke panitia di Dikti, maka ada
pelaksanaan rekrutmen gelombang kedua pada tanggal 8 -21 Agustus
2012. Oleh karena itu data tentang jumlah peserta sm-3t akan di
informasikan setelah selesai ujian on line gelombang kedua pada tanggal
3sd 8 September 2012 yang akan datang. Sementara program PPGT masih
dalam koordinasi dengan Bupati dan dinas pendidikan terkait yang pada
tahun ini di prioritaskan di kabupaten Kepulauan Natuna dan kabupaten
Kepulauan Anambas di propinsi Kepulauan Riau. Adapun ditunjuknya
kedua kabupaten tersebut sangat terkait dengan data dan partisipasi
pemerintahan terkait.

Partisipasi PEMDA, sebagai penentu kebijakan di daerah sangat
menentukan pelaksanaan program PPG tersebut. Menurut pengamatan
penulis dari sebanyak 3 kali undanga rapat koordinasi program PPG
(dalam bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2012) yang bertempat di gedung
D> Senayan Jakarta bersama Menteri Pendidikan, Direktorat kementerian
pendidikan, Rektor, Dekan ,Koordinator PPG se Indonesia}, namun dari
propinsi Riau maupun propinsi Kepulauan Riau dari PEMDA tidak ada
yang hadir. Hal ini,diduga merupakan salah satu faktor kurangnya
peluang UR dalam memanfaatkan peluang Nasional PPG tersebut.
Terhalangnya program PPG, akan berpotensi terhadap penghalang
kemajuan pendidikan dan pengangguran dunia tenaga kependidikan.
Sesuai dengan ilustrasi Gambar 1 di atas, mengisyaratkan bahwa pada
tahun 2014 rekrutmen guru harus sudah memiliki sertifikasi. Bagi yang
tidak memiliki sertifikat pendidik, otomatis tenaga kependidikan tersebut
menganggur. Hal ini akan menimbulkan masyalah baru bagi tenaga
kependidikan dan PEMDA terkait.

Kebijakan PEMDA setempat sangat menentukan terlaksananya
program PPG, selain itu PEMDA sangat berperan dalam merealisasikan
kesejahteraan guru terkait dana sertifikasinya. Kenyataan di lapangan

%

1120}

isgi

Repository University Of Riau

PERPUSTAKARAND UNIVERSITRS RIRU

http://repository.unri.ac.id/



masih dijumpai keluhan para guru tentang tidak lancarnya pembayaran
uang sertifikasi yang memang menjadi haknya, kiranya keluhan ini tidak
akan terjadi jika benar-benar PEMDA konsisten dalam
mengimplementasikan VISI RIAU antaranya menuntaskan kebodohan
dan kemiskinan. Guru sejahtera, Insya ALLAH kedodohan akan menjauh
dari bumi lancang kuning tercinta ini, maka kemiskinan akan sirna

~ dengan sendirinya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan PPG dalam jabatan belum terealisasikan di Universitas
Riau khususnya dan umumnya di propinsi Riau dan propinsi Kepulauan
Riau, hal ini disebabkan kurangnya respon dan dukungan dari PEMDA
dan instansi terkait. Hal ini merupakan salah satu faktor pemicu
penghalang peningkatan kualitas mutu pendidikan di Propinsi Riau.
Selanjutnya berpotensi menghambat visi Riau yaitu menuntaskan
kebodohan dan kemiskinan. Kemajuan Pendidikan dan program
mencerdaskan generasi bangsa Indonesia adalah amanah dan tanggung
jawab kita bersama, jadi tidak terlepas dari peran penentukan kebijakan.
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